BAB IV
HASIL PENELITIAN

Bentuk kredit pemilikan rumah yang bermasalah di BNI Syariah Parepare

BNI Syariah merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar
di Indonesia satu diantaranya adalah kota Parepara, sebagai bank yang memiliki
visi menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan
kinerja, yang sudah memilik 65 Kantor cabang juga bergerak di bidang
perumahan BNI Syariah Parepare memberikan fasilitas kredit terutama Kredit

Pemilikan Rumah.

Kata kredit sebagaimana kita pahami, sering kali diartikan memperoleh
barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau
memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari
dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat
berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun
berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode

angsuran atau cicilan tertentu.

Memiliki rumah sendiri kini bukan lagi sesuatu yang sulit, karena ada
fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh kalangan perbankan yang
biasa disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah adalah
suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah

perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah.
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Ada 2 jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada BNI Syariah yakni:
KPR BTN Subsidi

KPR BTN Subsidi adalah kredit pemilikan rumah program Kkerja
sama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu

kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.
KPR Non Subsisi

KPR Non Subsisi adalah kredit pemilikan rumah dari BNI Syariah
untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer,
baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah belum

jadi (indent) maupun take over kredit Bank lain

Kedua bentuk atau jenis KPR di atas tidak luput dari resiko yakni
kredit bermasalah yakni suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak
sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank
seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial
bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu

dilunasi debitur.

Keadaan ini juga melanda BNI Syariah, yakni adanya KPR yang
mengalami bermasalah dimana nasabah mengalami ketidakmampuan untuk
membayar  angsuran sebagai suatu kewajiban kepada bank. KPR
bermasalah yang terjadi di BNI Syariah terjadi pada salah satu jenis KPR
yang terdapat pada BNI Syariah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak
A. Muhammad Lutfi sebagai berikut:
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Kalau disini Mbak, kami memiliki dua jenis KPR, ada yang subsidi yakni
sebagian ada tanggungan dari pemerintah dan ada juga non subsidi yang
sepenuhnya ditanggung oleh nasabah atau developer, untuk sejauh ini yang
bermasalah bentuknya itu pada KPR non subsidi yang penunggakannya ada
yang sampai lebih 3'bulan.’

Selain itu Bapak A. Muhammad Lutfi juga menambahkan bahwa
bentuk perjanjian yang diterapkan pada BNI Syariah untuk KPR yakni
perjanjian murabaha atau jual beli “kalau di kami sebagai bank syariah
menggunakan perjanjian murabaha dimana yang kami biayai itu adalah
bahan bangunan rumah saat ada nasabah yang ingin mengambil KPR jadi

bukan gaji tukang”? imbuhnya.

Pernyataan yang senadah di sampaikan oleh Ibu Yunfatika Sari
bahwa dalam pengajuan KPR di BNI Syariah menggunakan perjanjian

murabaha dimana yang dibiayai yakni bahan bangunan.

Saat saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KPR di BNI
Syariah sampai dinyatakan diterimah yang disepakati yakni bahan bangun
yang dlblayal oleh pihak BNI Syariah dan dengan perjanjian murabaha atau
jual beli.?

Bapak Amirullah juga mengutarakan hal yang sama bahwa dirinya

menggunakan perjanjian murabaha dalam mengambil KPR di BNI Syariah.

Perjanjian yang diterapkan oleh pihak BNI syariah parepare saat
tandatangan perjanjian KPR yaitu murabaha dan dalam perjanjlan itu
bahan-bahan bangun yang dibiayai sepenuhnya oleh BNI Syariah.”

Selain itu Ibu Yunfatika Sari menyatakan juga bahwa dirinya

'A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.

°A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.

*Yunfatika Sari, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Graha D’NAYLA di Kel. Galung
Maloang, Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Juni 2020.

*Amirullah, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Grand Sulawesi di Kelurahan Lompoe,
Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Juni 2020.
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mengambil KPR jenis non subsidi tepatnya di BTN Graha D’NAYLA di

Galung Maloang, Kecematan Bacukiki.

Saya mengambil KPR non Subsidi, walaupun sebenarnya kalau yang
subsidi bisa saya ambil tentu itu yang akan kami ambil, karena berbagali
persyaratan yang tidak dapat terpenuhi maka non subsidi menjadi pilihan.

Lain halnya dengan bapak Amirullah dirinya mengambil BTN di

tempat yang lain, kedatipun sama-sama mengambil KPR jenis non subsidi

“KPR saya Mbak, itu di BTN Grand Sulawesi, tepatnya di Jendral
M.Yusuf, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, kemudian KRP saya

non subsidi”.®

Menurut keterangan bapak A. Muhammad Lutfi, bahwa nasabahnya
yang mengalami KPR bermasalah yakni di BTN Graha D’NAYLA dan
BTN Grand Sulawesi “yah sejauh ini yang mengalami KPR bermasalah
yaitu Ibu Yunfatika Sari dan Bapak Amirullah™. Hal ini juga diakui oleh
Ibu Yunfatika Sari bahwa dirinya memang mengalami KPR bermasalah

sebagaimana yang beliau nyatakan sebagai berikut:

Usaha kami menurun Mbak, karena itu angsurang kami terbengkalai yah
uda lebih 3 bulan selian itu gaji suami saya juga mengalami penurunan ada
pemotongan selama ada corona, dan kalau begini terus bisa saja masa
penunggakan kami akan terus bertambah, karena kebutuhan tetap bahkan
menigkat sementara pendapatan kami menurun, apa lagi BTN yang kami
ambil itu non subsisdi.

Sementara bapak Amirullah juga demikian.

Yunfatika Sari, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Graha D’NAYLA di Kel. Galung
Maloang, Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Juni 2020.

®Amirullah, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Grand Sulawesi di Kelurahan Lompoe,
Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Juni 2020.

'A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.

®Yunfatika Sari, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Graha D’NAYLA di Kel. Galung
Maloang, Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Mei 2020.
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Selama masa corona ini Mbak, tokoh kami betul-betul sepih pembeli,
modal saya tertahan karena barang tidak terjual, sementara itu kebutuhan
pokok keluarga juga terus harus dibiayai, karena itu sejauh ini saya
mengalami kendala dalam membayar kredit KPR saya.®

Data di atas menujukkan bahwa KPR yang bermasalah di BNI
syariah yakni KPR non-subsidi yang biasa juga disebut dengan KPR
konvensional merupakan jenis produk kredit Perumahan yang dilakukan
oleh bank umum konvensional mau pun Bank Syariah salah satu
diantaranya yakni BNI Syariah kepada seseorang. Pada KPR non-subsidi
ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Sedangkan untuk persyaratan
serta ketentuan akan pinjaman KPR non subsidi ini telah ditentukan antara
pihak bank dengan pihak peminjam. Hal yang membedakan dengan KPR
subsidi antara lain jangka waktu kredit, perlindungan, persentase

pembayaran dan suku bunga.

Selaian itu rumah KPR non-subsidi harga rumahnya jauh lebih mahal
dan suku bunganya pun lebih tinggi karena tidak mendapatkan dukungan
dana dari pemerintah berbeda dengan KPR subsidi harganya jauh lebih
murah karena ini mendapat bantuan dana dari pemerintah dan juga tidak
dikenakan PPN. Dari sini terlihat bahwa potensi terjadinya KPR
bermasalah lebih cendrung terjadi pada KPR non subsidi dan jenis ini yang
terjadi di BNI Syariah Parepare, di mana nasabah mengalami ketidak
mampuan untuk membayar angsuran hingga beberapa bulan yang

disebabkan karena kemampuan ekonomi menurun.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada

*Amirullah, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Grand Sulawesi di Kelurahan Lompoe,
Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Juni 2020.
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dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Jika melihat
penunggakan yang di alami oleh nasabah di atas menunjukkan bahwa iya
berada pada kolektibilitas kategori kurang lancar. Jadi bentuk kredit
pemilikan rumah bermasalah di BNI syariah yakni KPR jenis Non subsidi

dengan kolektibilitas kategori kurang lancar .

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kredit Pemilikan Rumah Bermasalah

di BNI Syariah Parepare

Hampir pada setiap lembaga keuangan dapat ditemukan adanya
pembiayaan bermasalah. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki
tugas pokok salah satunya adalah menyediakan modal bagi masyarakat atau
calon nasabah. Pemberian modal ini dari bank ke nasabah merupakan bagian
dari program pembiayaan. Disebut pembiayaan karena Bank Syariah
menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya

dan layak memperolehnya.

Pembiayaan dalam pelaksanaanya terdapat nasabah yang tidak dapat
mengembalikan pembiayaannya kepada bank yang telah memberikan modal
atau pinjaman. Akibat nasabah telat dalam membayar pinjamannya dan tidak
membayar lunas utangnya, maka terjadi pembiayaan terhenti dan bermasalah.
Pembiayaan yang bermasalah juga kita tuai dalam hal KPR yang juga
merupakan salah program pembiayaan dari bank, di antaranya pada BNI

Syariah Parepare.

KPR bermasalah dapat diartikan sebagai suatu pembiayaan kepemilikan

rumah yang mengalami kemacetan antara pihak debitur yang tidak mampu
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memenuhi kewajibannya yang telah di janjikan kepada pihak Bank atau

Perusahaan.

Di kalangan lembaga keuangan pembiayaan dalam KPR bermasalah itu
sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh adanya faktor
tertentu. Menurut Hariyani ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kredit
bermasalah atau macet kedua faktor tersebut adalah factor internal dan faktor
eksternal.*® Kedua faktor ini juga terjadi pada program pembiayaan KPR yang
ada di BNI Syariah Parepare, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak A.

Muhammad Lutfi saat di wawancarai di kantornya.

Persoalan pembiayaan Mbak, termasuk diantaranya KPR itu tentu tidak ada
yang bebas dari resiko, kredit macet atau bermasalah hampir suatu hal yang
tidak dapat di hindari, karena faktornya boleh jadi dari kami yakni pihak bank
begitupun sebaliknya yakni datangnya dari nasabah. Kalau faktor dari kami
biasanya karena adanya penyimpangan dalam prosedur perkreditan, personil
perkreditan masih kurang sehingga terjdi ketidak telitian dalam melalukan
analisis karena banyaknya nasabah yang mengajukan permohonan KPR, selain
itu juga di sebabkan karena belum adanya tim pembinaan kusus yang setiap saat
dapat mengantasi jika ada potensi _menungga, kendatipun sejauh ini yang
dominan itu datangnya dari nasabah.™

Data hasil wawancara di atas menujukkan bahwa faktor internal penyebab

terjadinya kredit pemilikan rumah (KPR) bermasalah di BNI Syariah adalah

1. Personil analisis pembiayaan jumlahnya masih terbatas sedangkan sangat
banyak nasabah yang mengajukan permohonan KPR BNI Syariah sehingga

ada kemungkinan timbulnya kekurang telitian dalam melakukan analisa.

2. Petugas khusus untuk melakukan pembinaan nasabah tidak tersedia,

sehingga pada saat nasabah akan menjadi nasabah pembiayaan KPR

Hariyani, Iswi, Hapus Buku & Hapus Tagih,.(Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset. 2008), h. 46
“A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.
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bermasalah, tidak dapat diantisipasi pada saat nasabah tersebut mulai

menunggak.

Selain itu ini juga berindikasi bahwa pihak bank pembiayaan terkait hal
ini kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen
maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada.
Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. adanya
proses analisa yang di anggap belum maksimal karena kurangnya personil juga
menjadi faktor tersendiri adanya kredit KPR bermasalah, kendatipun ini bisa
jadi karena adanya solusi dari pihak analisis dengan pihak debitur sehingga
analisanya dilakukan tidak obyektif. Selain itu tim kusus dalam melakukan
pembinaan terhadap merupakan suatu bagian yang penting mengingat tim inilah
yang akan selalu siap siaga untuk mencegah atau meminimalisir potensi

terjadinya suatu kredit yang bermasalah.

Faktor lain yang di utarakan oleh Bapak A. Muhammad Lutfi selain lain
faktor internal yakni faktor dari nasabah atau eksternal, dimana faktor ini yang
menjadi dominan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan KPR
bermasalah. Hal ini dikarenakan pihak BNI Syariah telah cukup berpengalaman
dalam mengelolah tentang pembiayaan KPR, sedangkan faktor-faktor eksternal

adalah faktor yang sulit dikontrol oleh pihak bank.

Sejauh ini Mbak, secara garis besar jika itu datangnya dari nasabah karena dua
unsur. Pertama karena adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja tidak
mau membayar kewajibannya kepada pihak bank sehingga pembiayaan yang
diberikan dengan sendiri bermasalah. Kedua adanya unsur tidak sengaja,
dimana nasabah memiliki kemauan untuk membayar namun tidak mampu
dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau
kebakaran.*?

2A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
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Keterangan di atas menunjukkan bahwa perilaku nasabah atau sikap

menyebabkan lemahnya kekuatan ekonomi dari nasabah sehingga angsuran

yang semestinya dapat dibayar itu menjadi macet atau bermasalah.

Selain itu Bapak A. Muhammad Lutfi juga memberikan keterangan detail
bentuk atau faktor yang membuat nasabah tidak dapat menunaikan
kewajibannya, sehingga berujung pada terjadinya KPR bermasalah, yakni

sebagai berikut:

Kalau faktor eksternal yang membuat pembiayaan KPR bermasalah dalam BNI
Syariah itu banyak mbak, faktor-foktornya yakni :

Pertama, Nasabah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Misalnya:

Nasabah x mengajukan permohonan KPR BNI Syariah dengan data shb:

Harga rumah : Rp. 300.000.000,-

Uang muka : Rp. 60.000.000,-

KPR : Rp. 240.000.000,-

Jangka waktu  : 10 tahun

Pada saat pengajuan, nasabah x bekerja di perusahaan asing dengan gaji Rp.
12.000.000.- perbulan. Biaya hidup Rp. 3.000.000,- perbulan. Analisa (AO)
KPR BNI Syariah melakukan analisa dengan ketentuan yang berlaku pada saat
itu, yaitu:

Margin 10 tahun : 10% p.a

Uang muka minimal :20% dari harga rumah

Maksimal angsuran  : 70% dari penghasilan bersih pemohon & pasangan.
Setelah dilakukan perhitungan, angsuran perbulan untuk permohonan KPR
tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan penghasilan bersih nasabah x
adalah sebesar Rp. 9.000.000,- sehingga permohonan nasabah x dapat disetujui
(karena mulai angsuran hanya 44,44% dari pengahasilan bersih).

Setelah berjalan 3 tahun, nasabah x tersebut menunggak dengan sisa pokok
sebesar Rp. 232.800.000,- dan sisa margin sebesar Rp. 232.800.000,-

Saat kami melakukan kunjungan ke rumah nasabah untuk mempertanyakan
kenapa nasabah lambat atau tidak membayar tagihannya, ternyata nasabah
sudah di PHK dari tempat bekerjanya sehingga mengakibatkan nasabah x tidak

Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.
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memiliki kemampuan untuk membayar angsuran KPR-nya.'®

Data di atas menunjukkan bahwa faktor PKH menjadi salah satu faktor
yang membuat nasabah kehilangan kemampuan dalam membayar angsuran
kepada pihak bank sehingga demikian berujung pada terjadinya KPR
bermasalah. Kehilangan mata pencarian merupakan suatu hal yang tidak dapat
diindahkan bahwa akan berdampak pada lemahnya perekonomian seseorang,
mengingat seseorang melakukan pengeluaran untuk kebutuhan, sementara disisi
lain tidak ada pendapatan atau pemasukan, sehingga kebutuhan-kebutahan

pokok termasuk memiliki rumah dengan kredit akan bermasalah.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan KPR bermasalah di BNI Syariah
Parepare yakni nasabah penurunan jabatan sehingga penghasilan nasabah juga
berkurang, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak A. Muhammad

Lutfi sebagai berikut:

Kedua Mbak, Nasabah diturunkan dari jabatannya sehingga penghasilannya
menurun Sama seperti kasus nomor 1 tetapi jangka waktu pembayaran 5 tahun
sehingga angsuran perbulan Rp. 5.600.000,- (margin 8% pertahun). Pada awal
tahun ke-3 nasabah menunggak karena diturunkan jabatannya dan pengahasilan
menurun menjadi Rp. 6.000.000,- perbulan. Sisa pokok KPR pada saat itu
sebesar Rp. 144.000.000,-. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah
tersebut, BNI Syariah Parepare melakukan restrukturisasi dengan menambah
jangka waktu pembiayaan menjadi 10 tahun (margin 10% pertahun) sehingga
angsuran menjadi sebesar Rp. 2.400.000,."

Data di atas menunjukkan bahwa nasabah dapat mengalami KPR
bermasalah dikarenakan penurunan jabatan sehingga pengahasilan nasabah juga
menurun, yang pada awalnya saat mengambil KPR bergaji yang tinggi sehingga

pihak BNI Syariah memberikan KPR pada nasabah tersebut, namun

BA. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.

YA. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.
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dikemudian hari nasabah tersebut mengalami penurunan jabatan dan pada saat
yang bersamaan juga mengalami penurunan penghasilan. Kasus seperti ini
upaya yang ditempu BNI Syariah yakni melakukan restrukturisasi dengan

menambah jangka waktu pembiayaan.

Lebih lanjut Bapak A. Muhammad Lutfi menyatakan faktor selanjutnya
KPR bermasalah di BNI Syariah yanki karena Nasabah mengalami mutasi
sehingga proses komunikasi dan kunjugan rumah sulit dilakukan, apa lagi jika

nasabah sudah tidak lagi memiliki itikad baik.

Ini juga Mbak, yang menyebabkan terjadinya KPR bermasalah yakni nasabah
mengalami mutasi dari tempat kerjanya kelokasi tempat kerja daerah lain,
karena mutasi nasabah tersebut membuat kami kesulitan dalam berkomunikasi,
perpindahan tempat kerja ini yang membuat control kami tidak terlalu
terkendali terlebih Ia%i jika nasabah sudah tidak memiliki itikad baik,
komunikasi bisa putus.

Bekerja pada suatu instansi baik negeri ataupun swasta mengalami suatu
mutasi merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Mengacu pada data di atas hal
ini pulah yang menjadi salah satu faktor nasabah mengalami KPR bermasalah,
mengingat mutasi memungkinkan seorang nasabah putus kontak atau
komunikasi dengan pihak bank apa lagi jika proses mutasi tidak diketahui oleh
pihak bank belum lagi jika mutasinya kedaerah lain yang sulit dijangkau pihak

BNI Syariah sehingga kehilangan kontrol.

Lebih jauh Bapak A. Muhammad Lutfi menyatakan bahwa retaknya
keluarga nasabah dan mengalami musibah atau bencana alam juga menjadi

faktor terjadinya KPR bermasalah di BNI Syariah Parepare.
Kita ketahui bersama keharmonisan rumah tangga itu dapat membawa efek

A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020.
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positif pada karir dan usaha seseorang, namun jika perceraian terjadi maka karir
atau usaha seseorang bisa menurun penghasilannya, sehingga membuat nasabah
tidak dapat melakukan pembiayaan kepada bank. Selain itu musibah alam
seperti: banjir, gempa dan lain-lain juga menjadi faktor terjadinya KPR
bermasalah, yang tidak hanya dapat menghancurkan harta benda nasabah
bahkan juga dapat mebuat nasabah meninggal.’

Data di atas menunjukkan bahwa sesorang nasabah bisa saja mengalami
KPR bermasalah Karena adanya suatu perceraian atau retaknya suatu keluarga
dan adanya bencana alam yang menimpah nasabah, hal ini juga dinyatakan oleh
As Mahmoeddin dalam bukunya 100 Penyebab Kredit Macet, bahwa musibah
alam. suatu faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya KPR bermasalah®’,
yang kesemuanya itu merugikan nasabah apalagi jika nasabah sampai
mengalami kematian dan tentu terlebih lagi merugikan pihak bank yakni BNI
Syariah dimana angsuran yang semestinya ditunaikan nasabah menjadi

terbengkala.

Faktor musibah yakni adanya covid-19 yang berdampak pada ekonomi
nasabah akhir-akhir sangat signifikan terutama bagai masyarakat ekonomi
menengah kebawah yang berada pada sektor usaha UMKM atau mereka yang
memiliki pendapatan harian. Dampak ini yang melanda Ibu. Yunfatika Sari iya
menyatakan selama adanya covid-19 ini usahanya menurun dan begitu pun

pendapatan suaminya.

Usaha saya selama tiga bulan ini Mbak pendapatan nya betul-betul berkurang
karena corona yah kitahui bersamalah masyarakat dilarang banyak keluar dan
tokoh di batasi jam bukanya, kemudian gaji suami saya juga_mengalami
pemotongan, karena itulah tunggakan kami sampai tiga bulan lebih.*®

*A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020

"As Mahmoeddin, 100 Penyebab Kredit Macet, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h.
100-101

“®yunfatika Sari, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Graha D’NAYLA di Kel. Galung
Maloang, Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Mei 2020.
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Hal yang sama juga terjadi pada bapak Amirullah yang mengalami
penurunan pendapatan dengan adanya covid-19 dimana penghasilannya selama
ini digunakan membayar kredit KPR nya lancar-lancar saja, namun tiba-tiba

mengalami penunggakan.

Selama ini Mbak, KPR saya Alhamdulillah tidak bermasalah boleh dikata
lancar-lancar saja namun sekarang uda menunggak sampai dua bulan.
Pendapatan saya berkurang semenjak masyarakat dilarang berkerumun dan
himbau untuk tetap dirumah karena itu pengunjung atau pembeli sancg:;at sedikit,
apa lagi memang corona ini sangat berbahaya karena dapat menular.’

Data di atas menunjukkan bahwa nasabah mengalami kredit bermasalah
karena adanya musibah yang menyebabkan sumber pendapatannya selama ini
untuk membayar angsurang kepada bank yakni BNI Syariah mengalami
penurunan. Faktor terakhir yang meyebabkan terjadinya KPR bermasalah di
BNI Syariah parepare yakni kondisi rumah tidak sesuai dan data nasabah yang
kurang relevan, sebagaimana yang dinyatakan Bapak A. Muhammad Lutf

sebagai berikut:

Seperti begini kasusnya Mbak, bagi nasabah yang menunggak karena kondisi
rumah tidak sesuai. Kasus: si Z mengambil pembiayaan KPR kepada BNI
Syariah dengan akad murabahah besar pembiayaan yang diberikan Rp
170.000.000,- dengan masa pembayaran 1 tahun. Pada awalnya pembiayaan
berjalan baik meski ada tunggakan tapi pada bulan berikutnya dapat dilunasi
oleh nasabah, namun pada bulan berikutnya si Z menunggak setiap bulannya
sehingga bank mengalami masalah. Lamanya menunggak akhirnya staf
Financing Recovery yang tugasnya melakukan pembinaan terhadap nasabah
meninjau ke lokasi ternyata menemukan lokasi perumahan tersebut kurang
strategis dan ke lengkapan data nasabah yang kurang relevan.?

Data di atas menunjukkan bahwa kelengkapan data atau data yang valit

sangat dibutuhkan jika hendak mengambil KPR, agar dikemudian hari tidak

YAmirullah, Nasabah KPR BNI Syariah, BTN Grand Sulawesi di Kelurahan Lompoe,
Kecematan Bacukiki. Wawancara oleh penulis pada tanggal 27 Juni 2020.

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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terjadi KPR yang bermasalah. Selain itu pihak bank dalam hal ini BNI Syariah

dalam proses penerimaan calon nasabah hendaknya benar-benar menerapkan

prinsip kehati-hatian dimana adanya keyakinan bahwa nasabah akan dapat

benar-benar dapat menunaikan kewajibannya dan hal ini telah Hermansyah,

Hukum Perbankan Nasional Indonesia bahwa salah unsur terpenting dalam

perkreditan adalah kepercayaan®', selain itu penerapan prinsip 5C dalam

menilai calon nasabah juga suatu keharusan.

Muhammad dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah secara urut

mengurai bahwa dalam memerima nasabah bank hendaknya menerapkan

prinsip 5C dalam menilai calon nasabah prinsip tersebut yakni:

1.

Pertama Character, merupakan sifat atau watak seseorang yang akan
diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. ini dapat dilihat dari latar
belakang nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya
hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

Kedua Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan
nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan
nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan
latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola
usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembaklikan
kredit yang disalurkan.

Ketiga Capital, merupakan analisis untuk melihat penggunaan modal
apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan
laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti
dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.
Analisis ini juga harus menganalisis sumber mana saja modal yang ada
sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai
proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal
pinjaman.

Keempat Collateral, adalah merupakan jaminan yang diberikan calon
nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya
melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti
keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah,
maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Kelima Condition, adalah menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi

2! Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, h. 58
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ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa
yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang
dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga
kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.?

Apa yang dinyatakan oleh Muhammad di atas bahwa pengurangan risiko

kredit macet dapat diupayakan dengan meneliti faktor—faktor penyebab

terjadinya kredit macet. Karena pada dasarnya pihak perbankan sebelum

memberikan pelayanan kredit, terlebih dahulu harus menganalisa apakah calon

debitur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan, dimana barometer

penilaiannya adalah prinsip 5C tersebut. Penilaian calon nasabah juga nyatakan

oleh kasmir hal ini secara subtantif sama dengan prinsip 5C di atas, prinsip

penilaianya iya sebut 7P yakni :

1.

2.

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-hari maupun kepribadian nya masa lalu.

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau
golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta
karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan
mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,
termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Sebagai contoh apakah
untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang
menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau
sebaliknya.

Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang
telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit.
Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.
Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha
lainnya.

Profitability yaitu Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah
dalam mencari laba, ini diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap
sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang
akan diperolehnya.

Protection yaitu bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan
mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

22Muhammad dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, h, 305
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benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa
jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi®®

Mengenai tentang suatu penerimaa calon nasabah Bapak Muhammad
Arsyad memberikan keterangan saat di wawancarai, bahwa prinsip kehatian-
hatian dalam menerima calon nasabah juga di terapkan di BNI Syariah sehingga
ada beberapa tahapan yang dilalui sebelum calon nasabah benar-benar diterima
jadi nasabah di BNI Syariah, berikut prosedur dalam proses penerimaan calon

nasabah KPR di BNI Syariah :

Kalau kami Mbak, di BNI Syariah Parepare dalam menerima calon nasabah
tahapannya: Nasabah mengajukan permohonan ke unit bisnis, Lalu unit bisnis
memberikan pelaksanaan untuk dilakukan survey. Dalam melakukan survey
kami dilakukanlah penilaian di antara yang dinilai pertama watak/kepribadian,
lalu kemampuan yakni kemampuan membayar kredit, setalah itu modal, dan
kondisi ekonomi nasabah serta Jaminan yang di ajukan. Setelah itu data hasil
survey ini masuk kedalam unit procesing untuk melakukan, kunjungan, menguiji
kelayakan layak atau tidak, kemudian tahapan selanjutnya kembali lagi ke unit
bisnis lalu mengajukan kepemutus, setelah disetujui maka selanjtnya lagi ke
unit Financing. Pada Unit Financing ini melakukan pencairan sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang ada pada unit bisnis, pemutus atau yang di ajukan
oleh unit procesing.

Keterangan data di atas menunjukkan bahwa pihak BNI Syariah pada
dasar juga begitu selektif dan berhati-hati dalam menerima calon nasabah KPR,
selain itu tahapan yang digunakan telah sesuai dengan prinsip penilaian 5C
dalam menelai calon nasabah kendatipun di BNI Syariah tetap juga menuai
nasabah yang memiliki KPR bermasalah namum setidaknya tahapan-tahapan
tersebut dapat mengurangi resiko kredit macet, mengingat dalam persoalan
pembiayaan hampir tidak ada yang dipastikan bebas dari persoalan kredit

bermasalah, sebab boleh jadi pihak bank dalam hal ini BNI Syariah sudah

*Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 119
*Muhammad Arsyad Consumer Processin Head BNI Syariah Parepare, Wawancara oleh
penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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sangat selektif nanun jika nasabah tidak memiliki itikad baik tentu juga dapat
menyebabkan terjadinya KPR bermasalah, begitupun sebaliknya jiak pihak
bank lemah dalam sistem bisa juga menjadi faktor tersendiri penyebab KPR

bermasalah.

Terkait tengtang faktor-faktor terjadinya pembiayaan KPR bermasalah

penulis juga menambahkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Persaingan antar lembaga keuangan dimana bank-bank Syariah lainnya
banyak menawarkan produk pembiayaan yang sama sehingga nasabah

mencari produk KPR bank yang lebih mudah dan ringan.

2. Kurang tajamnya analisa dan pengawasan pada saat memberikan
permohonan KPR, misalnya analisa tidak didasarkan pada data dan
proyeksi yang tidak wajar dan sikap meremehkan serta mengabaikan pada

nasabah.

3. Perubahan kondisi dan situasi dapat mengubah sikap serta tingkah laku
nasabah dan perubahan sikap tersebut terlihat sebagai berikut: Adanya
unsur kesengajaan oleh nasabah untuk menipu bank dengan jalan
memberikan data dan informasi yang tidak sebenarnya, disamping itu

adanya iktikad kurang baik dari nasabah.

C. Sistem penyelesaian kredit pemilikan rumah (KPR) yang bermasalah di

BNI Syariah Parepare

BNI Syariah Parepare dalam pemberian pembiayaan KPR kepada

nasabah merujuk pada 3 (tiga) pilar analisa BNI Syariah dalam pembiayaan
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sebagaimana yang dinyatakan Bapak A. Muhammad Lutfi sebagai berikut:

Dalam hal pembiayaan KPR kami mengacu pada kemampuan untuk membayar
kembali (ability to repay), kemauan untuk membayar (willingness) dan
kehandalan bagunan (collateral coverage) atau pembiayaan yang diberikan
tidak lebih dari harga bagunan.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat
dihindari dalam proses pembiayaan. Dalam proses penanganan pembiayaan
dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan, adapun kolektibilitas harus
digolongkan terlebih dahulu. Penggolongan kolektibilitas pembiayaan, menurut
pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR

yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
a Pembayaran angsuran pokok dan atau margin tepat.
b.  Memiliki mutasi rekening yang aktif.

¢ Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan bagunan tunai (cash

collateral).
2. Pembiayaan potensial bermasalah, yaitu apabila memenuhi Kriteria:

a Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang belum

melampaui sembilan puluh hari.
b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
¢ Mutasi rekening relatif rendah.

d Jarang terjadi pelanggaran terhadap akad yang di sepakati.

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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Didukung oleh pinjaman baru.

Pembiayaan kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:

a

e

f

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah

melampaui sembilan puluh hari.
Sering terjadi cerutukan.
Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.

Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari

sembilan puluh hari.
Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah.

Dokumentasi pinjaman yang lemah.

Pembiayaan diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:

a

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

Terjadi cerutukan yang bersifat permanen; atau

Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
Terjadi kapitalisasi bunga; atau

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun

pengikatan jaminan.

Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:

a

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah
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melampaui 270 hari;
b.  Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

¢ Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

pada nilai wajar.?

Bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat menempuh dua cara,
yakni secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi berarti melalui saluran
hukum dan non litigasi yakni dengan pembinaan dan restrukturisasi
pembiayaan. Ada beberapa upaya yang di tempu pihak BNI Syariah dalam
menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah yang mempunyai
iktikad baik dan kooperatif sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak

Muhammad Arsyad adalah sebagai berikut:

Upaya yang kami lakukan Mbak, pertama melakukan pembinaan nasabah bagi
nasabah yang masi koperatif. Pembinaan yang kami lakukan dengan cara: kami
Menelepon nasabah yang terlambat membayar angsuran. Melakukan kunjungan
rumah atau silaturahmi kerumah nasabah berdiskusi atau shering terkait
masalah yang menyebabkan nasabah sehingga lambat dalam membayar.
Mengirim surat pemberitahuan atau surat peringatan terhadap nasabah yang
menunggak dengan bertahap perngatan I-111, jika masi tidak di indahkan maka
kami akan melakukan kebijakan lain. Menagih langsung dengan cara
mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak. Cuma sejauh ini
kami embak yang kami sangat tekan itu adalah silaturahmi atau kunjugan
rumah, karena yang terpenting adalah menjalin keharmonisan dengan nasabah?’

Data di atas menunjukkan bahwa pembinaan terhadap nasabah oleh pihak
BNI Syariah yang mengalami pembiayaan KPR bermasalah dilakukan dalam
rangka untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, jika

nasabah mempunyai iktikad baik dan jujur maka bank akan mengetahui

2Kasmir, Manajemen Perbankan, h. 104
?’Muhammad Arsyad Consumer processin Head BNI Syariah Parepare, Wawancara oleh
penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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masalah nasabah dan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya
dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, tetapi tidak semua nasabah
mempunyai iktikad baik dan ada juga nasabah yang sengaja menghindar ketika
ditemui di rumahnya, sehingga pendekatan silaturahmi adalah satu upaya yang
diutamakan akan terjalin hubungan yang baik kengan nasabah, sehingga

nasabah tetap koperatif.

Selain itu upaya yang lain yang di tempuh adalah melakukan
restrukturisasi pembiayaan sebagaimana yang dinyatakan Bapak A.

Muhammad Lutfi sebagai berikut:

Seketika pembiayaan mulai ada potensi bermasalah, tidak langsung dilakukan
restrukturisasi. Kami selalu tawarkan dulu ke nasabah, tapi sebelum itu sudah
banyak hal yang dilakukan seperti pembinaan, teguran langsung atau semacam
peringatan, kami juga melakukan pendekatan nasabah dengan cara didatangi
terus diajak ngobrol jadi kami bisa tahu nasabah mengalami masalah apa
kenapa bisa sampai tidak dapat bayar. Selanjutnya ditawari untuk melakukan
restrukturisasi pembiayaan harapannya ya agar bisa lunas.”®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak bank BNI Syariah dalam
mengambil keputusan untuk melakukan restrukturisasi ini tidak serta merta
dilakukan, melainkan adanya pendekatan terlebih dahulu dengan nasabah

sembari menawarkan restrukturisasi pembiayaan.

Apabila terjadi pembiayaan = bermasalah, dimanah “pembiayaan
bermasalah merupakan hal yang tidak diharapkan oleh bank karena berdampak
pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank”® karena itu bank

dalam hal ini BNI Syariah akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020

®|smail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), h. 125.
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dengan berbagai tindakan, salah satunya vyaitu dengan menggunakan
restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah
upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah

melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Upaya restrukturisasi pembiayaan ini juga merupakan salah satu alternatif
yang dapat ditempu pihak bank dalam menyelesaikan suatu pembiayaan
bermasalah. Upaya ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:
13/9/PBI1/2011 Tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan unit

usaha syariah pasal 1 ayat 7 menyatakan:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain
melalui: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali.

Mengenai restrukturisasi Bapak A. Muhammad Lutfi menyatakan bahwa
perubahan jangka waktu pembayaran hanya di peruntuhkan bagai nasabah yang
beritikad baik dengan berbagai ketentuan hal ini dapat dilihat dari pernyataanya

sebagai berikut:

Bagi nasabah bermasalah atau nasabah yang berpotensi bermasalah dan
menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan, maka kami
tawarkan perubahan jangka waktu pembiayaan, untuk jangka waktunya
maksimal 15 tahun. Adapun syarat-syaratnya: Ada surat permohonan secara
tertulis dari nasabah. Usia nasabah pada saat jatuh tempo perpanjangan jangka
waktu tidak melampaui 65 tahun. Apabila jangka waktu perpanjangan
pembiayaan melebihi jangka waktu SHGB, maka nasabah wajib mengajukan
perpanjangan jangka waktu SHGB kepada BPN.™

Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan BNI Syariah dalam Khusus

ini untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan KPR BNI Syariah dibatasi

%0 peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan bank
Indonesia Nomor 10/18/PB1/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan unit usaha
syariah pasal 1 ayat 7.

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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maksimal 15 tahun dan dengan berbagai persyaratan yang sebelumnya harus
dipenuhi oleh nasabah, jika hendak diberikan perpanjangan waktu. Selain
perpanjangan waktu kebijakan lain yakni penundaan juga akan diberikan
kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan tentu dengan berbagai
ketentuan yang sebelumnya harus dipenuhi oleh nasabah sebagaimana yang

dinyatakan oleh Bapak A. Muhammad Lutfi, iya menyatakan bahwa:

Penundaan pembayaran kewajiban juga akan kami berikan bagi nasabah yang
mempunyai iktikad baik, namum mengalami penurunan kemampuan membayar
kewajiban pembiayaan karena adanya musibah, seperti: pemutusan hubungan
kerja, bencana alam, kerusuhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
bank dan memenuhi kriteria pembiayaan yang kolektibilitas Kurang Lancar,
Diragukan, Macet atau Nasabah yang berpotensi bermasalah.

Data di atas pada dasarnya menekankan bahwa adanya iktikad nasabah
adalah hal yang terpenting, selain itu Bapak A. Muhammad Lutfi memberikan

keterangan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi nasabah yakni:

Sebagai nasabah ada beberapa ketentuan yang harus di penuhi bila mana ingin
mendapat penundaan, penundaan ini dapat di berikan dengan prinsip jual-beli,
dan sesuai hasil analisis kemapuan nasabah terhadap akumulasi angsuran yang
ditunda dimungkinkan dilakukan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo,
lalu syaratnya: Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank.
Tidak ada tunggakan margin dan atau kewajiban lainnya.

Data di atas menunjukkan kebijakan BNI Syariah dalam hal penundaan
pembayaran dan syarat-syarat yang harus dilakukan nasabah. Selaian itu
diketahui bahwa Penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan dapat
diberikan dengan prinsip jual-beli, penundaan dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan hasil analisa kemampuan nasabah, terhadap akumulasi angsuran

yang ditunda dimungkinkan dilakukan pembayaran sekaligus pada saat jatuh

2A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
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tempo.

Kemudian dalam hal nasabah tidak mampu melunasi tunggakan margin
dan atau kewajiban lainnya dapat diberikan diskon margin dan atau kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penurunan Margin atau Nisbah
hanya di tujukan pada nasabah masih kooperatif, punya itikad baik dan kinerja
pembiayaan yang baik lalu iya dengan bilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet
atau Nasabah yang berpotensi bermasalah sebagaimana yang dinyatakan Bapak

A. Muhammad Lutfi sebagai berikut:

Diskon margin juga bisa akan jadi alternatif bagi nasabah yang masi kooperatif
dan mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban dan nyata-nyata,
namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menunaikan
kewajiban sesuai dengan margin atau bagi hasil yang berlaku, nasabah memiliki
track record atau kinerja pembiayaan yang baik dan nasabah memenuhi kriteria
pembiayaan dengan penggolongan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan,
Macet atau Nasabah yang berpotensi bermasalah.**

Lanjut Bapak A. Muhammad Lutfi;

Kebijakan ini wewenang direksi yang sebelumnya diajukan BNI Syariah dan
pelaksanaanya berdasarkan prinsip jual beli, serta syarat-syaratnya, Nasabah
mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara tertulis. Adanya
rekomendasi dari Kantor BNI Syariah, yang dilengkapi data-data pendukung.

Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan BNI Syariah yakni penurunan
margin atau nisbah dapat diberikan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip jual
beli atau bagi hasil dan kebijakan ini merupakan kewenangan Direksi yang
diajukan oleh Kantor BNI Syariah secara kasus per kasus ke Kantor Pusat u.p.
Divisi Syariah dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dan analisa

cost and benefit bagi Bank. Kemudian Bapak A. Muhammad Lutfi juga

A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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menyatakan selain itu pengurangan tunggakan margin pilihan yang lain bagi
nasabah mempunyai iktikad baik namun tidak mampu membayar seluruh
tunggakan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada sebagaimana yang dia

nyatakan sebagai berikut:

Bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik namun tidak memiliki kemampuan
untuk membayar seluruh tunggakan sehingga perlu adanya keringanan berupa
pengurangan tunggakan margin dengan berdasarkan akad murabaha serata
didasari pilar kemauan dan kemapuan. Adapun syarat-syaratnya yakni: Ada
surat permohonan secara tertulis oleh nasabah. Nasabah melunasi secara
sekaligus seluruh tunggakan margin atau bagi hasil yang telah diberikan
keringanan. Nasabah belum pernah diberikan keringanan atau pengurangan
tunggakan margin atau bagi hasil sebelumnya. Nasabah yang mendapat
pengurangan tabungan margin atau bagi hasil harus membuat surat pernyataan
untuk tidak menunggak lagi dengan konsekuensi apabila menunggak pihak
bank dapat melakukan lelang atas agunan pembiayaan.®

Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan BNI Syariah tentang
pengurangan tunggakan marjin dan bagi hasil di berikan untuk pembiayaan
berdasarkan akad murabaha, dimana keringan tersebut mengacu pada pilar
kemauan dan kemampuan, lalu Bapak A. Muhammad Lutfi juga meberikan
keterangan terkait tentang preosentase diskon yang menjadi acuan, dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Apabila hasil analisa kemampuan nasabah dan potensi nilai recovery yang akan
diterima bank, nasabah dapat diberikan diskon dan diatur dalam kebijakan
tersendiri dan untuk kasus force majeur, misal bencana alam, kebakaran, PHK
missal. besarnya diskon tunggakan margin atau bagi hasil dapat diberikan
maksimal, sesuai dengan kewenangan yang berlaku.*’

Restrukturisai pembiayaan juga bisa dalam bentuk pengambil alihan aset
nasabah atau obyek pembiayaan dimana nasabah tidak memiliki kemampuan

dan obyek pembiayaan masih dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
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sebagaimana yang dinyatakan Bapak A. Muhammad Lutfi sebagai berikut:

Upaya lain juga Mbak, yang dapat ditempu yakni pengambil alihan aset
nasabah dengan kriterianya Nasabah kooperatif dan kemampuan nasabah sudah
tidak ada tetapi nilai aset atau obyek pembiayaan masih dapat melunasi seluruh
kewajiban pembiayaan. Untuk kebijakan ini adalah kewenangan Direksi.
Adapun syarat-syaratnya adalah Pembiayaan yang diambil alih menjadi aset
bank meliputi jaminan yang diikat oleh bank maupun asset diluar jaminan
sepanjang dokumen atau sertifikat telah ada. Guna mendukung pencairan asset
yang di-set off dalam waktu singkat diperlukan adanya calon investor prospektif
yang akan membeli asset yang ditawarkan tersebut. Selain itu set off harus
dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa menjual dari nasabah.*®

Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan BNI Syariah yakni Pencairan
aset yang di set off sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (pasal 12A)
serta perubahannya, harus dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu)
tahun, sehingga terhadap asset tersebut harus diyakini prospek pasarnya, set off
harus dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa menjual dari nasabah.

Kemudian Pemberi kebijakan ini merupakan kewenangan Direksi.

Kebijakan dalam bentuk alih nasabah juga dapat dilakukan bila mana
nasabah tidak dapat melanjutkan angsuran untuk yang tidak dapat dihubungi
pihak bank harus memiliki surat kuasa dari pengadilan Agama sebagaimana

yang dinyatakan Bapak A. Muhammad Lutfi sebagai berikut:

Nasabah yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pembayaran angsuran
dan untuk mengatasinya nasabah yang bersangkutan menginginkan dan atau
menyetujui untuk mengalihkan kewajiban sebagai nasabah kepada pihak lain
(calon nasabah baru) dan untuk nasabah yang sulit dihubungi atau tidak
menghuni, harus sudah dikeluarkan Surat Ketetapan dari Pengadilan Agama.*

Kemudian untuk kebijakan alih nasabah secara detail Bapak A.

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
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Muhammad Lutfi menjelaskan terkait syarat-syaratnya yang harus dipenuhi

yakni sebagai berikut:

Adapun syarat-syaratnya Mbak, yakni Nasabah bermaksud mengalihkan hak
dan kewajibannya kepada pihak lain atau nasabah dengan cara mengajukan
surat permohonan secara tertulis. Telah ada calon nasabah pengganti yang
memenuhi syarat sebagai pemohon pembiayaan perorangan. Telah ada
kesepakatan antara nasabah lama atau bank dengan calon nasabah pengganti
dalam hal harga, pembayaran uang muka, penanggung biaya-biaya dan lain-
lain. Biaya-biaya yang berkaitan dengan alih nasabah atau novasi yang
berhubungan dengan bank (biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi dan
lain-lain) merupakan beban nasabah pengganti. Bukti kepemilikan telah terbit
atas nama nasabah lama. Apabila bukti kepemilikan atas nama nasabah lama
belum terbit agar dibicarakan dengan notaris, baru kemudian dapat dilaksana
kan alih nasabah atau novasi. Akta-akta yang harus dibuat meliputi:

1. Akad Pembiayaan baru dengan nasabah baru (pengganti), sehingga muncul
nomor nasabah yang baru

Akta Notaris tentang Akta Pengakuan Utang yang dibuat nasabah baru
Akta Notaris tentang Akta Kuasa Menjual,

Akta SKMHT yang dibuat nasabah baru,

Akta Jual Beli

Akta Pengalihan Utang dan Jaminan™

© U~ wDN

Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan BNI Syariah dapat juga
dilakukan alih nasabah bagai nasabah yang tidak mampu lagi melanjutkan
angsuran dimana hal ini merupakan keinginan nasabah dengan segala
ketentuannya, selain itu untuk nasabah sudah lama tidak dapat dihubungi, maka
bank berhak mewakili nasabah setelah terbitnya keputusan dari Pengadilan
Agama dan setelah penandatanganan akta-akta seluruh kewajiban pembiayaan
(pokok, tunggakan pokok, tunggakan margin atau kewajiban pembiayaan
lainnya) nasabah lama beralih kepada nasabah baru, kecuali ada kebijakan lain

dari bank.

“OA. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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Kebijakan selanjutya yang dapat juga dilukan yakni pengurangan
tunggakan pokok pembiayaan hal ini dapat dilakukan dengan perubahan syarat
pembiayaan lainnya berdasarkan akad murabahah sebagaimana yang

dinyatakan oleh Bapak A. Muhammad Lutfi sebagai berikut:

Bagi nasabah kooperatif dan masi mempunyai iktikad baik untuk memenuhi
kewajibannya pada bank, namun nasabah belum memiliki kemampuan yang
memadai. Syarat bagi nasabah adalah mengajukan permohonan restrukturisasi
pembiayaan secara tertulis kemudian melunasi tunggakan pokok pembiayaan
yang tersisa. +*

Data di atas menujukkan bahwa kebijakan BNI Syariah tentang
pengurangan tunggakan pokok pembiayaan yakni perubahan syarat pembiayaan
lainnya berdasar kan akad murabahah, pengurangan tunggakan pokok
pembiayaan hanya diberikan apabila nasabah melunasi seluruh tunggakan

pokok pembiayaan yang tersisa.

Berbagai upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BNI
Syariah, tidak semua berjalan mulus, upaya ini juga sering kali juga menuai
kendala dalam pelaksanaanya. Beberapa faktor penghambat seperti yang

dinyatakan oleh Bapak A. Muhammad Lutfi adalah berikut:

Kalau yang menghambat dari segi administrasi seringnya ya nasabah gak segera
mengumpulkan berkas yang dijadikan persyaratan. Malahan ada yang sampai
berminggu-minggu gak segera dilengkapi jadinya pelaksanaan tertunda,
padahal dari kami satu minggu saja kadang gak sampe seminggu udah beres
dan udah bisa restrukturisasi pembiayaan. Ada juga nasabah yang gak jujur
waktu ditanya punya pinjaman lain yang gak bisa dilacak, jadi ya kami harus
cari tau sendiri kalau gak ya diajak ngomong baik-baik, didekai gitu.*?

Keterangan data di atas menunjukkan bahwa faktor yang menjadi

A, Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
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penghambat dalam proses restrukturisasi pembiayaan adalah keterlambatan
berkas sehingga pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tertunda, dan terdapat

nasabah yang tidak jujur saat melaporkan kondisi nasabah yang sesungguhnya.

Sementara faktor pendukung sebagaimana yang dinyatakan Bapak. A.
Muhammad Lutfi dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan iyalah
adanya kesadaran dari nasabah dan munculnya efek jera karena merasa malu
dengan kondisi lingkungan sekitar dan nasabah pun memiliki iktikad baik untuk

membayar .

Administrasi yang cepat, gak akan berbelit belit selama dokumen yang
dibutuhkan uda siap. Dari sisi nasabah nya ya kalau nasabahnya lancar setelah
ada restru terus dia bayar tepat waktu, paham kebijakan muamalat yang pasti
karena biar klop antara maunya bank sama maunya nasabah biar gak salah
paham. Terus juga dalam hal kelancaran pembayaran, pihak remedial dan
marketing selalu memonitor nasabah terutama yang lagi restru biar gak tambah
macet juga biar hasil restrunya lebih baik.**

Keterangan di atas menunjukkan bahwa faktor pendukungnya yaitu
apabila nasabah sudah mempersiapkan dokumen yang diperlukan maka proses
restrukturisasi pembiayaan akan lebih cepat dilakukan. Pihak bank juga
melakukan pengawasan secara berkala tentang perkembakngan nasabah setelah
direstrukturisasi dan juga diperlukan sikap nasabah yang kooperatif serta
memahami kebijakan BNI Syariah Parepare agar tidak terjadi salah paham

dalam hal perjanjian pembiayaan.

Hasil akhir dari suatu proses restruktrukturisasi pembiayaan harapannya
iyalah nasabah mampu membayar sisa outstanding pembiayaannya kembakli,

pembakyaran angsuran kembakli lancar dan kualitas pembiayaan nasabah

*Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare, Wawancara
oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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kembakli dapat meningkat serta menjadi lebih baik.

Perpanjangan pembiayaan dan perubahan jumlah angsuran dan berbagai
bentuk kebijakan dalam restruktrukturisasi pembiayaan yang diterapkan pada
nasabah KPR dilakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan pembiayaan
bermasalah dengan tidak menggunakan cara yang kasar seperti Debt Collector
atau rentenir yang menyebabkan nasabah takut atau justru melarikan diri
apabila nasabah gagal bayar. Bank BNI Syaraiah selaku bank syariah
mengedepankan etika yang baik dalam setiap transaksinya sesuai dengan
prinsip syariah. Dengan adanya pendekatan dan komunikasi yang baik, maka
muncul efek jera dan nasabah pun menjadi lebih kooperatif karena merasa

diberi keringanan oleh bank.

Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya restrukturisasi
pembiayaan ini sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Etty Mulyati,
dalam bukunya Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan usaha
mikro kecil dalam pembangunan Indonesia dimana dalam menyelesaiakan
pembiayaan bermasalah upaya tersebut dirasa lebih efektif karena masi
memberi ruang pada nasabah untuk tetap dapat menunaikan kewajibannya
kepada pihak Bank, selain itu dalam pelaksanaannya hubungan antara bank
dengan nasabah tetap terjalin dengan baik meskipun adanya pembiayaan
bermasalah, adanya pendekatan dan komunikasi yang baik membuat nasabah
merasa dimengerti oleh pihak bank karena gagal bayar disebabkan oleh kondisi
yang logis dan dapat segera diatasi. Hal ini menyebabkan munculnya iktikad
baik dari nasabah untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban nya sesuai

dengan waktu yang telah disepakati bersama.
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Solusi restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu cara yang baik untuk
menjaga tingkat NPF atau pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran.
Restrukturisasi pembiayaan merupakan proses penyelesaian pembiayaan
bermasalah yang sesuai prinsip syariah yaitu dengan tidak memberatkan
nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, pelaksanaan
restrukturisasi pembiayaan ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi

pembiayaan bermasalah.

Apabila setelah dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan tetap tidak
berhasil atau terhadap Nasabah yang sudah tidak menunjukkan iktikad baik

untuk menyelesaikan Pembiayaan.

Kemudian dimana penyelesaian pembiayaan hanya dapat dilakukan
terhadap pembiayaan yang bermasalah (pembiayaan dengan kolektibilitas
Kurang Lancar, Diragukan, perhatian atau Macet) atau yang diperkirakan akan
bermasalah (terjadi penurunan kemampuan membayar angsuran Pembiayaan).
Penetapan ketentuan kreteria golongan pembiayaan bermasalah di BNI Syariah
parepare sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:
13/13/Pbi/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah
Dan Unit Usaha Syariah yang berdasarkan kemampuan membayar. Kemudian
pengklasifikasian ini juga dinyatakan Muhammad, dalam bukunya Manajemen
Pembiayaan Bank Syariah bahwa kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan,

perhatian atau Macet adalah kategori pembiayaan bermasalah.

Pihak BNI Syariah Parepare sebagaimana yang dinyatakan Bapak A.

Muhammd Lutfi bahwa apabila upaya-upaya pembianaan dan restrukturisasi
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pembiayaan telah di tempu dan nasabah sudah tidak koperatif dan tidak lagi
memiliki iktikad baik maka dalam pembiayaan KPR bermasalah akan

menempuh upaya hukum atau litigasi.

Upaya-upaya hukum akan kami tempu untuk menyelematkan pembiayaan
apabila nasabah tidak memiliki lagi itikad baik karena ini berarti kemauan untuk
menuanaikan kewajibannya sudah tidak ada lagi, yakni penyelesaian sengketa
perdata atas kelalaian nasabah kepada basyarnas dengan memuat: Nama dan
alamat para pihak. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang
berlaku. Masalah yang menjadi sengketa. Mengajukan jumlah arbiter yang
dikehendaki dalam jumlah ganjil.**

Uapaya penyelesaian sengketa perdata merupakan cara penyelesaian
suatu sengketa muamalah (perdata) di luar peradilan agama yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Bank dengan Nasabah.
Hal ini apabila nasabah melakukan wanprestasi dan pihak bank mengajukan
atas kelalaian nasabah kepada basyarnas. Kemudian Bapak A. Muhammad
Lutfi juga menegaskan bahwa untuk melakukan sita eksekusi hak tanggungan

yang telah diikat sempurna harus dilampiri dengan salinan.

Salinan yang harus ada sita eksekusi yaitu :

Akta Akad Pembiayaan.

Rekening koran atas nama Nasabah.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
Sertifikat Hak Tanggungan.

Sertifikat Tanah.

ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berada di atas tanah yang
dijaminkan (bilamana ada)*

ISR SN o o T\

Berbagai keterangan di atas menunjukkan bahwa upaya hukum akan di

*“A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
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tempu oleh BNI Syariah Parepare terhadap nasabah yang sudah tidak memiliki
iktikap baik dan tingkat kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
Penyelesaian sengketa muamalah (perdata) melalui basyarnas putusannya

bersifat final dan mengikat.

Upaya lain yang dilakukan pihak BNI Syariah yakni penagihan piutang
melalui pengadilan agama. Penagihan piutang melalui pengadilan agama
merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan
agama, dalam hal jaminan Pembiayaan tidak dibebani Hak Tanggungan dengan
sempurna, maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui
pengadilan agama dimaksud dalam bentuk gugatan perdata syariah biasa

sebagaimna yang dinyatakan Bapak A. Muhammad Lutfi sebagai berikut:

Kriteria nasabahnya adalah tidak kooperatif dengan kolektabilitas Macet dan
Nasabah Pembiayaan hapus buku. Bank telah melakukan upaya-upaya
penagihan melalui surat peringatan atas wanpretasi nasabah, barulah bank
melakukan gugatan ke Pengadilan Agama biaya dan proses gugatan di
Pengadilan Agama berasal dari nasabah. Pengajuan ini bertujuan agar bank
dapat menyelesaikan Pembiayaan KPR bermasalah, yang sekaligus juga
meningkatkan kualitas pembiayaan secara keseluruhan dengan adanya dana
tunal yang diterima bank. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah
dikeluarkan belum dapat dilaksanakan, maka atas biaya yang ada dapat
dibebankan sebagai biaya penyelamatan pembiayaan. Sisa biaya talangan yang
belum terbayar, dibebankan sebagai Rugi Tak Tersangka Lainnya Kantor
Cabang dengan pembebanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*®

Data di atas menunjukkan bahwa upaya melakukan gugatan ke
Pengadilan Agama akan di tempuh BNI Syariah bilamana nasabah tidak
koperatif dimana nasabah sebelumnya telah diberikan surat peringatan atas
wanpretasi nasabah. Kemudian langkah upaya-upaya terakhir yang kami

tempuh yakni melakukan lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

“®A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020



87

Lelang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak A. Muhammad Lutfi sebagali

berikut:

Yah kalau nasabah tidak kooperatif dan tidak menunjukkan adanya iktikad baik
dalam menyelesaikan kewajibannya dan upaya lain sudah tidak bisa maka kami
akan melakukan lelang KPKNL sebagai Iengaka terakhir untuk mendapat
melunasi dan atau sebagian kewajiban nasabah.

Daya di atas menunjukkan bahwa BNI Syariah selagai langka terakhir
dalam menyelesaikan KPR bermasalah yakni melakuakn lelang agunan
pembiayaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Langaka ini merupakan lelang agunan pembiayaan atas pengikatan Hak
Tanggungan atau pengikatan Hak Fiducia langsung dilakukan melalui Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kriteria nasabahnya yakni tidak
kooperatif dan tidak lagi menunjukkan adanya iktikad baik dalam
menyelesaikan kewajibannya. Kebijakan pelaksanaan lelang apabila tidak
diatur tersendiri oleh BNI Syariah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
dan Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara yang masih berlaku.

Lelang agunan ini bertujuan agar bank mendapat pelunasan dan atau
sebagian kewajiban nasabah dengan pembayaran tunai dari penjualan jaminan
nasabah, bank terhindar dari tuntutan nasabah atas penjualan jaminan dan bank

mendapatkan Fresh Money.

Berdasarkan penjelasan tentang penyelamatan pembiayaan pada kasus
KPR bermasalah di atas, pada BNI Syariah Parepare sudah sesuai dengan teori

yang ada yakni penagihan intensif yang meliputi melakukan pendekatan-

“"A. Muhammad Lutfi Account Officer/Relationship Officer BNI Syariah Parepare,
Wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Mei 2020
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pendekatan secara persuasif (kunjungan secara langsung atau melalui telepon).
Di samping itu penagihan dapat dilakukan melalui surat peringatan dan surat
somasi yang diberikan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan
pembayaran angsuran dan memrikan pembinaan. Selain itu juga melakukan

upaya restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang masih koperatif.

Penyelamatan yang dilakukan oleh BNI Syariah Parepare bagi nasabah
yang tidak koperatif dan tidak lagi mempunyai iktikad baik dengan cara litigasi
atau hukum hingga melakukan lelang sebagai langka terakhi merupakan upaya-
upaya yang juga ditempu oleh BNI Syariah Parepare dalam menyelesaikan

KPR bermasalah di BNI Syariah Parepare.



